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KEDELAPAN

KESEMBILAN

KESEPULUH

terkait dengan pelaks

Dalam hal terjadi sengke
PPID dan PPID Pembantu melakukan

hal

tugasnya,

sebagai berikut:

a. PPID Utama melaporkan kepada Tim Pertimbangan
Pelayanan Informasi.

a. PPID Utama bersama-sama dengan PPID Pernbantu

melakukan mediasi di Komisi Informasi dan

ajudikasi di Pengadilan.
Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan

Walikota Nomor c;m\xcn.umw;;:x\wc..q tentang
i dan Dokumentasi (PPID)

Pejabat Pengelola Informas

di Lingkungan Pemerintah Kota Serang, dicabut dan

kan tidak berlaku.

ng timbul akibat ditetapkannya Keputusan i

yar
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
(APBD) Kota Serang.

san ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 27 September 2019

WALIKOTA SERANG,

\\\\\é\&\r\

7

SYAFRUDIN
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PPID Utama

1 Pertimbangan

PPID Utama
Bidang Pendukung
Sekretariat
Anggota

Bidang Pengolahan
Data dan Klasifikasi

Informasi

Anggota

Bidang Pelayanan
Informasi dan
Dokumentasi

Anggota
Bidang Fasilitasi
Sengketa Informasi

Anggota
PPID Pembantu

ABAT PENC

i
INFORMASI DAN DOKIU
MERI

DI LINGKUNGAN PE
SERANG

Walikota Serang
Wakil Walikota Serang

kretaris Daerah Kota Serang

Asisten Pemerintahan Setda Kota Serang
Asisten Ekbang dan Kesra Setda Kota Serang

Asisten Administrasi Umum Setda Kota Serang,
Staf ahli Walikota bidang Pemerintahan, Hukum dan

Politik
Staf ahli Walikota bidang Perekonomian dan

Pembangunan
Staf ahli Walikota bidang SDM dan Kesejahteraan

Rakyat.
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Serang.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang.

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Serang.

5 (lima) orang Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Serang.
Kepala Seksi Diseminasi Informasi Media Elektronik

pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Serang.
1.Kepala Seksi Diseminasi Informasi Media Cetak pada
Komunikasi dan Informatika Kota Serang.

Komunikasi dan Informatika

Dinas
2. Pelaksana pada Dinas
Kota Serang.
Kepala Seksi Pengembangan dan Kemitraan Komunikasi
Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Serang.
Pelaksana pada Dinas
Kota Serang.
Kepala Sub Bagian Pelayanan Bantuan Hukum dan
Ham pada Bagian Hukum Setda Kota Serang.

Komunikasi dan Informatika

Perangkat Daerah terkait.

1. Sekretaris Inspektorat Kota Serang;

2. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

Serang;
Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Serang;

4. Sekretaris Dinas PU dan Tata Ruang Kota Serang;

=
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Usa pada

k Kota Serang;

SYAFRUDIN
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WALIKOTA SERANG
PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALIKOTA SERANG
NOMOR : 042/Kep.280-Huk/2019

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG

WALIKOTA SERANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan
Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, bahwa
Pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi
dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah dengan membentuk dan
menetapkan PPID;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan
Keputusan Walikota tentang Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan

Pemerintah Kota Serang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang

Pembentukan kota Serang di Provinsi Banten
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4748);
. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

3. Undang-Undang
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5887);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun

2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam

Negeri dan Pemerintahan Daerah;

. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren
Bidang Komunikasi dan Informatika;

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang
Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah

Nomor 74);
8 Peraturan ........





image3.jpeg
10.Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang

Tahun 2016 Nomor 7);

. Peraturan Walikota Serang Nomor 24 Tahun 2011
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi
dan Dokumentasi di Lingkungan Daerah Kota
Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2011
Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di

Lingkungan Pemerintah Kota Serang.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri
dari Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
dengan susunan sebagaimana tercantum dalam
lampiran keputusan ini.

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana

dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas:

KETIGA

a. melakukan uji konsekuensi terhadap informasi
yang dikecualikan untuk selanjutnya ditetapkan

dengan keputusan Walikota;

b. membahas, menyelesaikan dan memutuskan

keberatan atas pelayanan informasi; dan
membahas dan memberikan pertimbangan atas

berbagai  persoalan  yang terkait dengan

pelaksanaan pengelolaan informasi dan

dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota

Serang.

PPID sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA

KEEMPAT
mempunyai tugas:

a. mengkoordinasikan




image4.jpeg
KELIMA

KEENAM

. mengkoordinasi dan mengkonsolidasikan

pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi

dari Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah

Kota Serang

b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan

dan memberi pelayanan informasi kepada publik

c. melakukan verifikasi bahan informasi publik

d. melakukan pemutakhiran informasi dan

dokumentasi.

e. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk

diakses oleh masyarakat.
f. melakukan inventarisasi yang dikecualikan untuk

dilakukan uji konsekuensi oleh Tim Pertimbangan

Pelayanan Informasi.

a. membuat laporan pelayanan informasi.

PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum

KEDUA mempunyai wewenang memberikan pelayanan

informasi dan menolak permohonan informasi, serta

mempunyai tugas:
a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan

pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi.

b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan

dan memberi pelayanan informasi kepada publik.
c. melakukan verifikasi bahan informasi publik.
d. melakukan pemutakhiran informasi dan

dokumentasi.

e. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk
diakses oleh masyarakat.

f. melakukan inventarisasi informasi yang
dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID.

g. memberikan laporan tentang pengelolaan informasi
kepada PPID secara terbuka.

PPID dan PPID pembantu dalam melaksanakan

tugasnya dibantu pelaksana yang ditetapkan oleh

Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan.

KETUJUH .......cco0nne




